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V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil 

penelitian akan disajikan berdasarkan yang peneliti temukan di lapangan saat 

penelitian berlangsung serta diadakannya pembahasan mengenai hasil penelitian 

tersebut yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Pada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung. 

 

Sebagai langkah dalam penyajian data, maka peneliti pada tahap ini akan 

menguraikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian 

berlangsung, selanjutnya hasil temuan di lapangan akan disesuaikan dengan 

rumusan masalah dan fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan 

memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) di kota Bandar Lampung yang dideskripsikan sebagai 

berikut: 
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A. Deskripsi Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 

Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung. 

 

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka implementasi kebijakan 

dalam penelitian ini menggunakan Model Implementasi Edward III yang 

mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber 

daya, disposisi dan stuktur birokrasi. 

 

1. Komunikasi 

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah 

kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho adalah komunikasi.
1
 

Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan 

Kurikulum 2013 pada SMK di kota Bandar lampung dapat berjalan dengan baik. 

Komunikasi ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Untuk 

mengkomunikasikan kebijakan ini kepada masyarakat maka dalam 

penyampaiannnya harus benar dan tepat agar masyarakat dapat memahami 

perubahan Kurikulum 2013. 

 

Dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan kurikulum amat ditentukan 

dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi 

pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan, serta perubahan 

sebagai akibat komunikasi. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi 

di Kota Bandar Lampung dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

                                                             
1 Riant Nugroho, Public Policy; Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, 

Elekmedia Komputindo, Jakarta, 2011, hlm 636 
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a. Transmisi 

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. 

Menurut Agustino, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu 

implementasi yang baik pula.
2
 Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran 

komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi), sehingga apa yang 

diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Transmisi pada implementasi kebijakan 

Kurikulum 2013 dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang 

berkerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) kepada 

sekolah-sekolah di kota Bandar lampung. Tugas tersebut berupa pelaksanaan 

kebijakan Kurikulum 2013 dalam upaya agar guru dan masyarakat memahami 

perubahan kurikulum yang  baru. 

 

Transmisi dalam implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di Kota Bandar 

Lampung berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari Pemerintah kepada 

instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada masyarakat. 

Komunikasi dalam implementasi kebijakan Kurikulum 2013 dilakukan pada saat 

rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan diaolog yang difasilitasi 

oleh Pemerintah Pusat maupun Kabupaten/Kota. Hal ini diungkapkan oleh Bapak 

Riyuzen Praja Tuala, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah 

yang menyatakan bahwa bentuk komunikasi yang  berkaitan dengan kebijakan 

Kurikulum 2013 di Kota Bandar Lampung adalah dengan cara mengikutsertakan 

guru-guru dalam rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan 

diaolog yang difasilitasi oleh LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas 

                                                             
2 Leo Agustino,Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung, 2008, hlm 150 
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Pendidikan Kota dan dari sekolah itu sendiri (In House Training).
3
 Menurutnya, 

hal ini dilakukan agar para guru dapat benar-benar memahami inti perubahan 

Kurikulum 2013 serta mencermati perbedaan dari kurikulum sebelumnya. Selain 

itu, membantu para guru menerjemahkan Kurikulum 2013 ke dalam rencana 

belajar secara kreatif kepada siswa. Membenarkan pernyataan Bapak Riyuzen, 

berikut pernyataan Bapak E. Prapto R, S.Pd selaku Waka Bidang Kurikulum 

SMK 2 Mei Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa sebagian guru di 

SMK 2 Mei Bandar lampung sudah mengikuti beberapa pelatihan yang difasilitasi 

oleh LPMP dan Dinas Pendidkan Kota Bandar Lampung. Bahkan pelatihan yang 

diselenggarakan di SMK 2 Mei dengan mengundang pemateri dari Bandung. 

Menurutnya, dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan secara bertahap ini 

membuat para tenaga pendidik benar-benar siap dan paham untuk melaksanakan 

Kurikulum 2013 ini.
4
 

 

Pelatihan merupakan pemberitahuan secara langsung yang ditujukan untuk para 

tenaga pengajar yang diselenggarakan mulai dari Pelatihan Tingkat Nasional, 

Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Adanya pelatihan tentang 

Kurikulum 2013 yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2014/2015 ini 

diharapkan setiap peserta pelatihan nantinya memiliki beberapa kompetensi. Salah 

satu kompetensi tersebut adalah mampu melaksanakan pembelajaran  berbasis 

pendekatan scientific (mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, 

menalar, mencipta), tematik dan terintegrasi  dengan tetap memperhatikan 

                                                             
3
 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Riyuzen Praja Tuala, S.Pd, M.Pd selaku Kepala 

Bidang Pendidikan Menengah Kota Bandar Lampung tanggal 9 Febuari 2015 
4 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak E. Prapto R, S.Pd selaku Waka Bidang Kurikulum 

SMK 2 Mei Kota Bandar Lampung tanggal 10 Febuari 2015 
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karakteristik peserta didik baik dari  aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, 

maupun intelektual. 

 

SMK 2 Mei merupakan satu-satu nya sekolah tingkat SMK swasta di Kota Bandar 

Lampung yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai sekolah pengembang dan 

percontohan, maka SMK 2 Mei harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan 

Kurikulum 2013 ini. Pelatihan yang dilakukan secara bertahap ini sudah diikuti 

oleh kepala sekolah dan guru sesuia dengan instruksi yang diberikan oleh 

Pemenrintah Pusat, LPMP dan Dinas Pendidikan. Pada proses persiapan, SMK 2 

Mei sebelumnya sudah mengirimkan beberapa guru yang menjadi sasaran untuk 

mengikuti pelatihan mengenai Kurikulum 2013. Setelah mengikuti pelatihan, 

guru-guru tersebut bertugas untuk menjelaskan kembali hasil pelatihan yang 

diterima kepada guru-guru yang lain, karena untuk guru mata pelajaran yang lain 

belum mendapatkan pelatihan mengenai Kurikulum 2013. 

 

Berikut pernyataan dari Bapak Drs. Irman selaku Waka Bidang Kurikulum SMK 

Negeri 5 Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa sosialisasi dan pelatihan 

tentang kurikulum 2013 sudah diberikan sebelum kebijakan Kurikulum 2013 ini 

dilaksanakan disekolah-sekolah. Bahkan beberapa guru dari SMK N 5 secara 

terpilih ditunjuk oleh Dinas pendidikan untuk mengikuti Training Of Trainer 

(ToT) dipusat. Guru yang telah mengikuti ToT tersebut merupakan hanya guru 

mata pelajaran normatif-adaptif. Adapun mata pelajaran normatif terdiri dari mata 

pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, 

Pendidikan Jasmani dan Seni Budaya, sedangkan mata pelajaran adaptif terdiri 
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dari mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial dan 

keterampilan Komputer.  

 

Namun, untuk guru produktif yaitu terdiri dari mata pelajaran sejumlah 

kompetensi kejurusan belum ada yang mendapatkan pelatihan, termasuk seperti 

Waka Bidang Kurikulum pun tidak mendapatkan pelatihan tersebut. Hanya 

mendapatkan informasi dari guru-guru yang telah mendapatkan pelatihan dan 

mencari tahu secara mandiri melalui internet.
5
 Menurutnya, pelatihan yang 

bertujuan agar para guru benar-benar siap dan paham untuk melaksanakan 

Kurikulum 2013 ini seharusnya diberikan menyeluruh kesemua guru tanpa 

kecuali. Seperti Waka Bidang Kurikulumpun seharusya diberikan pelatihan, 

karena posisi ini lah yang menjadi aktor penyusun bagaimana kurikulum 

disekolah tersebut diterapkan. Jika yang menduduki posisi tersebut tidak benar-

benar memahami isi Kurikulum 2013 ini lantas bagaimana Kurikulum 2013 ini 

dapat benar-benar dilaksanakan disekolah. Hal tersebut yang disayangkan oleh 

Bapak Drs. Irman selaku Waka Bidang Kurikulum SMK N 5 Kota Bandar 

Lampung, yang sebenarnya hal tersebut dapat diatasi sehingga tidak akan terjadi 

misskomunikasi  dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa sebelum Kebijakan kurikulum 2013 ini dilaksanakan di sekolah-sekolah, 

sudah diadakan pelatihan terlebih dahulu yang diselenggarakan mulai dari 

Pelatihan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. 

                                                             
5 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Drs. Irman selaku Waka Bidang Kurikulum SMK 

Negeri 5 Kota Bandar Lampung tanggal 16 Febuari 2015 
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Pelatihan yang diberikan tingkat Kabupaten/Kota pun gencar dilakukan oleh 

Dinas Pendidikan yang bekerja sama dengan LPMP sebagai instruksi dari pusat 

agar kepala sekolah dan guru-guru di Kota Bandar Lampung benar-benar siap dan  

paham dalam melaksanakan Kurikulum 2013. Hanya saja belum meratanya 

pemberian pelatihan terhadap beberapa guru sehingga guru diharapkan dapat 

dengan mandiri mencari tahu tentang kurikulum 2013 ini. 

Gambar 1. Pelatihan yang Diselenggarakan Oleh Lembaga Penjamin Mutu 

Pendidikan (LPMP)  

 

Sumber: LPMP Lampung, 2014 

Gambar di atas menunjukan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh LPMP 

yang berada di JL. Gatot Subroto No. 44 A, Pahoman, Bandar Lampung. 

Pelatihan tersebut berlangsung selama 5 hari yang diikutsertakan oleh kepala 

sekolah dan guru-guru terpilih selampung. Pelatihan tersebut dilakukan secara 

berkala agar apa yang didapatkan dari pelatihan tersebut dapat benar-benar 
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dipahami dan dicermati oleh kepala sekolah dan guru-guru yang telah 

mendapatkan pelatihan dan dapat membagi informasi tersebut kepada guru-guru 

yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan.  

 

b. Kejelasan 

Menurut Edward III dalam Agustino komunikasi yang diterima oleh pelaksana 

kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan  atau 

tidak ambigu.
6
 Pada pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013, agar penyampaian 

informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka dalam tata cara  

teknis menerangkan terdapat dua metode penyampaian informasi yaitu secara 

langsung dan tidak langsung yaitu media cetak atau elektroik. Pelatihan langsung 

diselenggarakan mulai dari Pelatihan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan 

Tingkat Kabupaten/Kota kepada para tenaga pengajar lalu mereka meneruskan 

informasi ini kepada siswa dan wali murid secara lisan di lokasi melalui tatap 

muka.  

 

Pada pelaksanaan kurikulum 2013, agar penyampaian informasi pelaksanaan 

tersebut dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka penyampaian 

informasi ini dilakukan secara langsung. Penyampaian secara langsung ini dinilai 

cara yang sudah benar dengan melaksanakan rapat, pelatihan, workshop, diskusi, 

bimbingan teknis dan diaolog yang selama ini sudah dilakukan. Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak H. Krisna Laksamana, S.Sos, M.M selaku Kepala Seksi 

SMK bahwa kejelasan penyampaian kebijakan kurikulum ini sudah jelas, karena 

menurutnya sosialisasi yang efektif itu harus dilakukan langsung terhadap target 

                                                             
6Ibid. hlm 151 
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atau objek sasaran.
7
 Hal ini dimaksudkan agar mempermudah guru dalam 

memahami kurikulum 2013, dikarenakan dengan adanya pemberitahuan secara 

langsung dalam bentuk rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan 

diaolog yang selama ini diselenggarakan guru-guru dapat secara langsung 

bertanya apa yang masih belum mereka pahami tentang kurikulum 2013. 

Tabel 7. Daftar Sekolah Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2013 

LPMP Lampung. 

No. Sekolah Sasaran Kabupaten 

1. SMK Negeri 1 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

2. SMK Negeri 2 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

3. SMK Negeri 3 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

4. SMK Negeri 4 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

5. SMK Negeri 5 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

6. SMK 2 Mei Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

Sumber : Data diolah peneliti, 2015 

Tabel 8. Daftar Sekolah Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2014 

LPMP Lampung. 

No. Sekolah Sasaran Kabupaten 

1. SMK Negeri 1 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

2. SMK 2 Mei Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

3. SMK Negeri 5 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

4. SMK Satu Nusa 2 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

5. SMK Satu Nusa 3 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

6. SMK Surya DharmaBandar Lampung Kota Bandar Lampung 

7. SMK Taman Siswa Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

8. SMK Taruna Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

9. SMK Utama Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

10. SMK Yapena Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

11. SMK Gajah Mada Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

12. SMK Muhammadiyah 1Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

13. SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

14. SMK PGRI 1 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

15. SMK Arjuna Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

16. SMK Negeri 7 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung 

                                                             
7 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak H. Krisna Laksamana, S.Sos, M.M selaku Kepala 

Seksi SMK Bandar Lampung tanggal 24 Febuari 2015 
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Sumber : Data diolah peneliti, 2015 

 

Berdasarkan data dari daftar sekolah sasaran implementasi Kurikulum 2013 yang 

dilakukan oleh LPMP tahun 2013 dan 2014 terlihat bahwa pelatihan yang 

dilakukan secara langsung oleh LPMP diberikan secara berkala pada tiap 

tahunnya terhadap sekolah-sekolah di kota Bandar Lampung. Menegaskan 

pernyataan Bapak H. Krisna Laksamana, S.Sos, M.M, berikut pernyataan Bapak 

Drs. Qomar Ranudipura selaku Kepala Sekolah SMK N 5 Kota Bandar Lampung 

bahwa untuk kejelasan kurikulum 2013 ini sudah sangat jelas dari awal 

pemberitahuan tentang pemberlakuan kurikulum 2013 hingga pelaksanaan sudah 

berjalan sejauh ini. Sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan yaitu 

pemberitahuan secara langsung dalam bentuk pelatihan, menurutnya merupakan 

cara yang efektif dalam memberikan kejelasan tentang kurikulum 2013 

dibandingkan pemberitahuan melalui media cetak maupun elektronik sebab pada 

masing-masing media ini kadang-kadang didalam mengkomunikasikannya ada 

yang berbeda.
8
 

 

Hal tersebut dinilai kurang tepat untuk menjelaskan tentang kurikulum 2013 ini 

kepada sasaran yang ditujukan. Sebab kurikulum merupakan pedoman bagi 

sekolah untuk menjalankan proses belajar, jika kurikulum tersebut tidak 

disampaikan secara tepat maka pembelajaran disekolah tidak akan berjalan 

dengan baik. Dilain sisi, di SMK N 5 Bandar Lampung juga memberikan 

penjelasan kepada wali siswa dan siswa/siswi mereka tentang kurikulum 2013. 

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat yang diadakan satiap awal tahun 

                                                             
8 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Drs. Qomar Ranudipura selaku Kepala Sekolah 

SMK N 5 Bandar Lampung tanggal 16 Febuari 2015 
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ajaran dan pada saat pembagian raport siswa. Pada saat rapat tersebut 

dilaksanakan, pihak sekolah memberikan penjelasan tetang kurikulum 2013 yang 

dilaksanakan pihak sekolah serta menghimbau wali siswa agar dapat membantu 

pihak sekolah dalam memonitoring anak mereka. Sesuai dengan UU Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab IV, 

bagian kedua Pasal 7 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa penyelenggara 

pendidikan yaitu guru dan orang tua siswa berkewajiban untuk memberikan 

informaasi tentang perkembangan siswa. 

 

Berikut pernyataan dari Ibu Yuli Asih selaku wali siswa dari Nurul Aisyah siswi 

kelas X di SMK N 5 Bandar Lampung yang menyatakan bahwa pihak sekolah 

telah mengundang orang tua siswa pada saat pembagian raport. Pada saat 

pembagian raport tersebut, pihak sekolah menggunakan keseempatan untuk  

menjelaskan kepada orang tua siswa bahwa SMK N 5 Bandar Lampung saat ini 

telah menggunakan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. Pihak sekolah 

memaparkan adanya perubahan yang terjadi dalam kurikulum baru ini, 

diantaranya yaitu alokasi jam pelajaran yang bertambah, sistem penilaian terhadap 

siswa lebih spesifik dan perubahan pengisian nilai didalam raport.
9
 Menurutnya, 

dengan ada banyaknya perubahan yang terjadi dalam kurikulum baru ini diakui 

bahwa beberapa orang tua siswa masih belum benar-benar memahami perubahan 

yang terjadi. Hal itu dikarenakan pertemuan yang diselenggarakan oleh pihak 

sekolah waktunya relatif singkat dan itupun tidak semua orang tua siswa yang 

dapat hadir. 

 

                                                             
9 Hasil wawancara dengan narasumber Ibu Yuli Asih selaku wali siswa dari Nurul Aisyah siswi 

kelas X di SMK N 5 Bandar Lampung tanggal 26 Febuari 2015 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam mewujudkan kebijakan kurikulum 2013 ini, untuk penyampaian 

informasi akan lebih efektif apabila penyampaian tentang pelaksanaannya 

dilakukan secara langsung terhadap target atau objek sasaran dalam bentuk rapat, 

pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan diaolog. Hanya saja dalam 

proses berjalannya kurikulum 2013 ini dibutuhkan waktu yang berkala agar 

pemahaman tentang kurikulum 2013 benar-benar tersampaikan kepada target atau 

objek sasaran. 

 

c. Konsisten 

Menurut Edward III dalam Agustino, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan 

suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.
10

 

Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu konsistensi juga harus 

mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi. 

 

Konsistensi dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di kota Bandar 

Lampung berdasarkan pelaksanaan pelatihan yang diberikan dari Tingkat 

Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota secara konsisten telah 

dijalankan oleh Dinas Pendidikan secara manual ke sekolah-sekolah. Konsistensi 

yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dianjurkan dalam kurikulum 2013 

mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus. Hal ini 

diungkapkan oleh Bapak Riyuzen Praja Tuala, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Bidang 

Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa Subtansi Kurikulum 2013 

                                                             
10 Leo Agustino, loc.cit. 
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sebenarnya sudah bagus namun dibutuhkan kesabaran dan konsistensi dalam 

penerapannya agar hasilnya maksimal dan dapat meningkatkan mutu pendidikan 

di Indonesia.
11

 

 

Apabila pelaksanaannya tidak konsisten dan setengah-setengah maka hasilnya 

tidak akan maksimal maka mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-

menerus tanpa terputus. Namun dengan adanya surat edaran dari Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 5 Desember 2014 menimbulkan 

kebingungan bagi pelaksana di lapangan, sebab Bapak Anies Baswedan 

menyatakan bahwa menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-

sekolah yang baru menerapkan satu semester agar kembali menggunakan KTSP 

dan juga bagi sekolah-sekolah yang telah menggunakan kurikulum 2013 selama 

tiga semester diperbolehkan untuk kembali menggunakan KTSP atau tetap 

menerapkan kurikulum 2013 disekolahnya. Hal ini menandakan tidak adanya 

konsistensi dari pemerintah pusat sehingga sekolahpun menjadi ragu. Akibatnya 

terjadi kesimpangsiuran, hal ini tentu akan menyulitkan para pelaksana kurikulum 

disekolah. 

 

Menurut Bapak Hj. Djumadi S, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMK 2 Mei Bandar 

Lampung, dengan adanya surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

pada tanggal 5 Desember 2014 menimbulkan kebingunga bagi para pelaksana 

kebijakan. Para guru di SMK 2 mei merasa bingung untuk tetap melanjutkan 

kurikulum 2013 atau kembali menggunakan KTSP. Pada akhirnya, setelah pihak 

                                                             
11 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Riyuzen Praja Tuala, S.Pd, M.Pd selaku Kepala 

Bidang Pendidikan Menengah Bandar Lampung tanggal 9 Febuari 2015 



87 

 

sekolah mengadakan rapat dan diskusi untuk membahas kurikulum apa yang 

sebaiknya digunakan, maka SMK 2 Mei memutuskan untuk kembali 

menggunakan KTSP namun tetap menggabungkan sistem pembelajaran pada 

kurikulum 2013. Mengingat SMK 2 Mei merupakan salah satu sekolah 

pengembangan dan percontohan kurikulum 2013, maka SMK 2 Mei tetap harus 

mempersiapkan diri karena pada tahun 2018 seluruh sekolah harus melaksanakan 

kurikulum 2013. 

 

Gambar 2. Surat Edaran Dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Pada 

Tanggal 5 Desember 2014 

 

 

Sumber: Hasil Observasi Peneliti di Dinas Pendidikan Menengah, 2015 
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Gambar di atas yang merupakan surat edaran dari Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia berisi keputusan Menteri perihal tentang 

pengizinan sekolah untuk menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 bagi 

sekolah-sekolah yang baru menerapkan satu semester agar kembali menggunakan 

KTSP  dan juga bagi sekolah-sekolah yang telah menggunakan kurikulum 2013 

selama tiga semester kembali menggunakan KTSP atau tetap menerapkan 

kurikulum 2013 disekolahnya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa 

keberhasilan suatu kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa 

yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan 

mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan 

tidak jelas atau bahkan berubah-ubah, maka kemungkinan akan terjadi resistensi 

dari kelompok sasaran. Maka implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan 

efektif bila proses pelaksanaan tidak dilakukan dengan penuh kesiapan, 

pembinaan serta komunikasi yang baik dengan penuh tanggung jawab. Proses 

kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik akan mendorong aparatur untuk 

dapat lebih meningkatkan pelayanannya yang baik pula  terhadap target sasaran. 

 

2. Sumber Daya 

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan 

baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta 

di tingkatkan skill (kemampuan) yang di miliki oleh pelaksana kebijakan 

kurikulum 2013 itu sendiri, menurut George C. Edward III dalam Nugroho. 
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Sumber daya di sini dibedakan menjadi dua yaitu berupa sumber daya manusia 

(staff) dan non manusia (fasilitas atau sarana prasarana).
12

 

 

a. Sumber Daya Manusia (Staff) 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber 

daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya 

manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi 

di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia 

apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya 

manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa 

sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. 

Oleh karena itu, implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di Kota Bandar 

Lampung membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai 

dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.  

 

Sumber daya manusia (staff) yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan 

Kurikulum 2013 adalah guru yang merupakan sebagai seorang pendidik, 

pembimbing, dan mediator pada proses pembelajaran. Guru adalah ujung tombak 

keberhasilan perubahan sebuah kurikulum. Maka guru harus memiliki kesiapan 

yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi 

serta juga siap dalam hal kesamaan pemahaman dan paradigma (pola pikir) 

terhadap kurikulum baru tersebut.  

 

                                                             
12 Riant Nugroho, loc.cit 
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Tabel 9. Data Jumlah Guru SMK Kota Bandar Lampung 

No 
Nama 

Sekolah 

Status 

Akreditas 

Guru 

Gol Ruang 

(jml) 

Jml guru bersertifikat Kualifikasi 

Pendidikan Sudah Belum 

1  SMK 

NEGERI 

& 

SWASTA 

A = 11 IV.d = 0 847 943 D.III = 101 

B = 27 IV.c = 2 47,3% 52,7% D.IV = 12 

C = 5 IV.b = 52   S 1 = 1556 

Blm = 15 IV.a = 241   S 2 = 180 

 III.d = 41   S 3 = 14 

 III.c = 72    

 III.b = 74    

 III.a = 42    

 II.d = 2    

 II.c = 0    

 II.b = 0    

 II.a = 1    

 JUMLAH 58 527 1790 1863 

Sumber : Data diolah peneliti, 2015 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah guru SMK di Kota Bandar 

Lampung yang memiliki kualifikasi pendidikan S 1 sebanyak 1556, yang artinya 

83,5% dari guru SMK di Kota Bandar Lampung sudah memadai. 

 

Tabel 10. Data Guru SMK 2 Mei Bandar Lampung dan SMK N 5 Bandar 

Lampung. 

No. Nama Sekolah 

Guru 

Pangkat/ 

Golongan 

Jabatan Kualifikasi 

Pendidikan 

1. SMK 2 Mei Bandar 

Lampung 

IV. d = 0 

IV. c = 0 

IV. b = 0 
IV. a = 2 

III. d = 2 

III. c = 0 
III.b = 0 

III. a = 0 

II. d = 0 

II. c = 0 
II. b = 0 

II. a = 0 

GT  = 16 

GTT= 78 

 
 

 

GT = Guru 
Tetap 

GTT = Guru 

Tidak Tetap 

D. III = 11   

D. IV = 0 

S 1 = 76 
S 2 = 6 

S 3 = 0 
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Jumlah 4 94 94 

2. SMK N 5 Bandar 

Lampung 

IV. d = 0 

IV. c = 0 

IV. b = 2 
IV. a = 29 

III. d = 8 

III. c = 8 
III.b = 13 

III. a = 4 

II. d = 0 

II. c = 0 
II. b = 0 

II. a = 0 

GT  = 64 

GTT= 27 

 
 

 

GT = Guru 
Tetap 

GTT = Guru 

Tidak Tetap 

D. III = 5 

D. IV = 0 

S 1 = 84 
S 2 = 2 

S 3 = 0 

Jumlah 64 91 91 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2015 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah guru di SMK 2 Mei berjumlah 94 

guru, karena SMK 2 Mei merupakan sebuah yayasan dari jumlah tersebut ada 

sebanyak 4 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 90 guru merupakan 

honorer atau guru tidak tetap. Sementara untuk kualiikasi pendidikan sebagian 

besar guru di SMK 2 Mei berpendidikan S 1. Sedangkan untuk jumlah guru di 

SMK N 5  berjumalah 91 guru, dari jumlah tersebut sebanyak 64 guru berstatus  

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 27 guru merupakan honorer atau guru tidak tetap. 

Sementara untuk kualiikasi pendidikan sebagian besar guru di SMK N 5  juga 

berpendidikan S 1. 

 

Terkait sumber daya manusia (staff)  Bapak Hj. Djumadi S, S.Pd selaku Kepala 

Sekolah SMK 2 Mei Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa guru SMK 2 Mei 

dalam menjalankan kurikulum 2013 ini sudah siap. Karena guru-guru SMK di 

Bandar Lampung merupakan guru yang sudah memiliki kualitas memadai dari 

tingkat pendidikan tinggi minimal S1, profesional, kompetensi dibidangnya dan 

guru-guru tersebut sudah diberikan pelatihan terlebih dahulu tentang kurikulum 
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2013 sehingga tidak ada guru yang merasa kesulitan.
13

 Namun, yang masih 

menjadi sedikit kendala bagi guru di SMK 2 Mei adalah dalam memberikan 

penilaian kepada siswa terhadap pencapaian kompetensi siswa. Pada kurikulum 

2013 ini sistem penilaian tidak hanya angka, guru juga diharuskan membuat 

deskripsi kemampuan semua siswa dalam menangkap pelajaran satu per satu. 

Model penilaian tersebut dianggap membingungkan bagi para guru dan tentu 

sangat memberatkan dan menyulitkan guru. 

 

SMK N 5 memilik cara agar para guru nya tidak mengalami kesulitan seperti yang 

dialami guru SMK 2 Mei. Hal ini dikatakan oleh Bapak Drs. Irman selaku Waka 

Bidang kurikulum SMK N 5 Kota Bandar Lampung yang mengatakan bahwa 

guru meraka sudah dibekali dengan pengetahuan teknologi dalam bentuk software 

model penilaian kurikulum 2013, sehingga guru mereka tidak mengalami 

kesulitan dalam menginput hasil kompetensi yang diperoleh siswanya. Hanya saja 

yang menjadi kendala pada guru di SMK N 5 yaitu merubah mindset guru itu 

sendiri, karena dalam kurikulum 2013 guru dituntut kreatif dalam merancang 

pembelajaran, memberikan penilaian yang autentik, pembelajaran yang 

menyenangkan, serta penerapan pendidikan karakter yang aplikatif. Tentu berbeda 

jauh dengan kebiasaan mengajar sebagian besar guru selama ini, dari dulu hingga 

sekarang yakni model pembelajaran klasik dengan metode ceramah.
14

  

 

                                                             
13

 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Hj. Djumadi S, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMK 2 

MeiBandar Lampung tanggal 10 Febuari 2015 
14 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Drs. Irman selaku Waka Bidang kurikulum SMK N 

5Bandar Lampung tanggal 16 Febuari 2015 
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Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Dra. Hj. Cikyah, M.Pd selaku Kepala bidang 

Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Lampung yang mengatakan bahwa 

model pembelajaran yang klasik ini sulit sekali untuk dipisahkan dari kegiatan 

belajar mengajar dengan kebiasaan para guru yang hanya menerima dan 

menjalankan tugas. Jarang sekali ada guru yang mencari sendiri model 

pembelajaran terlebih menginovasikan model pembelajaran dari pemerintah 

dalam bentuk yang berbeda dan lebih menyenangkan. Maka ini lah tugas berat 

guru sebagai ujung tombak keberhasilan dalam penerapan kurikulum 2013. 

Keberhasilan sebuah kurikulum yang baik adalah merubah pola pikir (mind set) 

guru, untuk hal ini semua guru diberikan sebuah pelatihan serta penataran khusus 

mengenai bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013. Sehingga guru sebagai pihak 

yang paling banyak menghabiskan waktu di kelas selama proses pembelajaran 

lebih mengerti. Namun, memang masih banyak para guru yang mengeluh karena 

belum sepenuhnya memahami metode yang diterapkan dalam Kuriklum 2013. 

Karena pelatihan guru Kurikulum 2013 untuk guru sasaran harus memenuhi 52 JP 

(jam pelajaran) atau setara lima hari itu kurang. Segingga LPMP selaku 

perpanjangan tangan pemerintah pusat harus tetap berpegang terhadap kebijakan 

yang diterapkan oleh pusat dalam hal memberdayakan semua tenaga kependidikan 

agar sama-sama bertanggungjawab untuk menciptakan tenaga-tenaga 

kependidikan yang dapat membaca perubahan sehingga semua bias berjalan 

secara efektif dan efisien demi mencapai hasil yang optimal. 
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Tabel 11. Struktur Program Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum 2013 

No. Mata Pelatihan Alokasi 

1. KONSEP KURIKULUM 2013 (2 JP) 

 Rasional dan Elemen perubahan Kurikulum 

2013 

 SKL, KI dan KD, serta Strategi 

Implementasi Kurikulum 2013 

1 

 

1 

2. ANALISIS MATERI AJAR (14 JP) 

 Analisis Buku Guru (Kesesuaian, 

Kecukupan, dan Kedalaman Materi)   

 Analisis Buku Siswa (Kesesuaian, 

Kecukupan, dan Kedalaman Materi)   

6 

 

8 

3. PERANCANGAN MODEL BELAJAR (14 JP) 

 Perancangan RPP (aktivitas belajar dengan 

pendekatan scientific, Project/Problem 

based Learning, Discovery Learning), 

Analisis dan Pemilihan Model 
Pembelajaran 

 Perancangan Penilaian (Tes, Portofolio 

serta rancangan penerapan Authentic 

Asessment) 

 Penilaian Hasil Belajar (Rapor) 

8 
 

 

 
 

4 

 
 

 

2 

4. PRAKTEK PEMBELAJARAN TERBIMBING (20 
JP) 

 Simulasi (aktivitas siswa belajar dan guru) 

 Peer Teaching (Perencanaan Bersama, 

Observasi, dan Refleksi: Menggunakan 

APKG) 

6 

 
14 

5. EVALUASI PESERTA (2 JP) 

 Pre-test 

 Post-test 

 
1 

1 

 JUMLAH JAM 52 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2015  

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan 

faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik dimana dalam 

pelaksanaannya guru harus memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai 

dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal 

pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap kurikulum baru tersebut. 

Pemerintah berharap agar perubahan kurikulum ini menjadi jembatan dalam 
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memperbaiki sistem pendidikan negeri ini. Terlebih dalam membantu guru dalam 

merubah pola ajar yang kuno dan menciptakan karakter-karakter positif dalam diri 

siswa. Sehingga tidak hanya menciptakan siswa yang pintar secara akademik tapi 

juga cerdas dalam berperilaku. 

 

b. Sumber Daya Non Manusia (fasilitas atau sarana prasarana) 

 

Sumber daya non manusia meliputi dana yang memadai, ketersedian sarana dan 

prasana. Menurut Edward III dalam Agustino, Sumber daya non manusia 

merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.
15

 Implementor mungkin 

memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan 

memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas 

pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak 

akan berhasil. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dalam pelaksanaan pendidikan berupa 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. 

Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi 

suatu program atau kebijakan. 

 

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam 

implementasi Kurikulum 2013 kekurangan sumber daya pendukung, salah satu 

sumber penting adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti bahan ajar dan alat 

praktek yang digunakan dalam proses belajar di kelas, hal ini juga telah 

dinyatakan oleh Bapak H. Krisna Laksamana S.Sos, M.M selaku Kepala Seksi 

                                                             
15Ibid, 152 
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SMK yang menyatakan bahwa sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu hal 

penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Oleh karena itu saran prasarana harus secara tepat disiapkan 

pada saat akan dipergunakan. Dinas Pendidikanpun sudah menyampaikan 

himbauan ke tiap-tiap sekolah untuk mempersiapkan dan memelihara sarana 

prasarana baik peralatan pendidikan, media pendidikan maupun fasilitas ruangan 

lainnya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.  

 

Tabel 12. Sarana Prasarana Yang Tersedia Di SMK 2 Mei Bandar Lampung. 

No. Jenis Ruang Ada/ Tidak Ada Keadaan 

Baik Kurang Baik 

1. Ruang Belajar 24 Kelas Ada Baik  

2. Ruang Kepala Sekolah Ada Baik  

3. Ruang Guru Ada Baik  

4. Ruang Tata Usaha Ada Baik  

5. Ruang Perpustakaan Ada Baik  

6. Ruang BK/BP Ada Baik  

7. Ruang Laboratorium Ada Baik  

8. Ruang Komputer Ada Baik  

9. Ruang Bengkel Teknik 
Instalasi Listrik 

Ada Baik  

10 Ruang Bengkel Teknik 

Pemesinan 

Ada Baik  

11 Ruang Bengkel Audio 
Video 

Ada Baik  

12 Ruang Bengkel 

Kendaraan Ringan 

Ada Baik  

13 Ruang Bengkel Sepeda 
Motor 

Ada Baik  

14 Ruang Bengkel Teknik 

Komputer/ Jaringan 

Ada Baik  

15 Ruang Serba Guna/ GSG Ada Baik  

16 Ruang Ibadah Ada Baik  

17 Ruang OSIS Ada Baik  

18 Ruang/ Kamar WC Ada Baik  

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2015 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana prasarana yang dimiliki oleh 

SMK 2 Mei sudah lengkap dengan luas tanah 10.815 m
2 

dan luas bangunan 

4.364,76 m
2
. Kelengkapan sarana prasaran dilakukan demi tercapainya daya serap 

kurikulum dan kelancaran proses belajar mengajar siswa didik. 

 

Tabel 13. Sarana Prasarana Yang Tersedia Di SMK N 5 Bandar Lampung. 

No. Jenis Ruangan Ada/ Tidak Ada Keadaan 

Baik Kurang Baik 

1. Ruang Belajar 21 Kelas Ada Baik  

2. Ruang Lab. Fisika Ada Baik  

3. Ruang Lab. Kimia Ada Baik  

4. Ruang Lab. Biologi Ada Baik  

5. Ruang Lab. Bahasa Ada Baik  

6. Ruang Lab. Komputer Ada Baik  

7. Ruang Lab. Multimedia Ada Baik  

8. Ruang Praktek Gambar 

Teknik 

Ada Baik  

9. Ruang Perpustakaan 

Konvensional 

Ada Baik  

10. Ruang Perpustakaan 

Multimedia 

Ada Baik  

11. Ruang Praktek Kria Kayu Ada Baik  

12. Ruang Praktek Kria 
Tekstil 

Ada Baik  

13. Ruang Praktek Kria 

Logam 

Ada Baik  

14. Ruang Praktek Otomotif Ada Baik  

15. Ruang Praktek 
Multimedia 

Ada Baik  

16. Ruang Praktek Animasi Ada Baik  

17. Ruang Praktek KKPI Ada  Kurang Baik 

18. Ruang Kepala Sekolah Ada Baik  

19. Ruang Guru Ada Baik  

20. Ruang Tata Usaha Ada Baik  

21. Ruang OSIS Ada Baik  

22. Ruang Pramuka Ada Baik  

23. Koperasi Ada Baik  

24. Uks Ada Baik  

25. Ruang Ibadah Ada Baik  

26. Ruang Serba Guna/ Gsg Ada Baik  

27. Ruang Toilet Ada Baik  

28. Ruang Penjaga Sekolah Ada Baik  

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2015 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana prasarana yang dimiliki oleh 

SMK N 5 sudah lengkap dengan luas tanah 19.595 m
2 

dan luas bangunan 11.620 

m
2
. Sementara keadaan bangunan ruang praktek KKPI yang ada di SMK N 5 

dalam keadaan kurang baik. Kelengkapan sarana prasaran dilakukan demi 

tercapainya daya serap kurikulum dan kelancaran proses belajar mengajar siswa 

didik. 

 

Pada pelaksanaan Kurikulum 2013 menurut Bapak H. Krisna Laksamana S.Sos, 

Kementrian Pendidikan sudah sangat mendukung dalam hal sarana prasarana agar 

pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 

seperti buku yang disediakan oleh pusat lalu sekolah diberi dana melalui dana 

BOS untuk membeli buku tersebut. Hanya saja dalam hal ini, Kementrian 

Pendidikan terlalu terburu-buru dalam menyiapkan kurikulum 2013, yang 

mengakibatkan pendistribusian buku ke sekolah-sekolah yang tidak merata baik 

buku siswa maupun buku panduan guru. Pada sekolah kejuruan yang memiliki 

macam-macam program keahlian, masih banyak sekolah juga yang belum 

mendapatkan buku sebagai bahan ajar di kelas. Padahal buku merupakan sumber 

ilmu pengetahuan, kalau sumbernya belum tersedia bagaimana kegiatan belajar 

mengajar dapat terlaksana.
16

 

 

Hal ini serupa seperti yang disampaikan Bapak H. Krisna laksaman S.sos, M.M 

selaku Kepala Seksi SMK, Bapak Hj. Djumadi S, S.Pd selaku Kepala Sekolah 

SMK 2 Mei Kota Bandar Lampung pun menyatakan bahwa buku panduan guru 

                                                             
16 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak H. Krisna Laksamana, S.Sos, M.M selaku Kepala 

Seksi SMK Bandar Lampung tanggal 24 Febuari 2015 
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sampai saat ini  belum mereka dapatkan, sehingga mereka mau tidak mau harus 

mendowload buku pandua guru tersebut. Bukan hanya buku pandun guru saja 

yang belum mereka dapatkan, buku bahan ajar untuk siswapun belum semua mata 

pelajaran mereka dapatkan seperti mata pelajaran produktif. Mata pelajaran 

produktif di sekolah kejuruan merupakan mata pelajaran program keahlian, akibat 

hal tersebut guru terpaksa menggabungkan sistem belajar KTSP  dengan mengacu 

aturan dan kaidah penyusunan pada Kurikulum 2013 di kelas, sedangkan dalam 

pelaksanaan Kurikulum 2013 di kelas, guru berpatokan dengan buku ajar dan 

buku panduan guru.
17

 Maka setiap guru harus memahami baik buku siswa 

maupun buku guru dan mampu menggunakannya dalam pembelajaran di kelas. 

 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hj. Djumadi S, S.Pd selaku Kepala Sekolah 

SMK 2 Mei Kota Bandar Lampung, hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Drs. 

Qomar Ranudipura selaku Kepala Sekolah SMK N 5 Kota Bandar lampung yang 

menyatakan bahwa kendala yang sama dialami oleh SMK N 5 Kota Bandar 

lampung dalam hal sarana prasarana seperti buku ajar dan buku panduan guru.
18

 

Permasalahan yang sedang terjadi seperti ini sebaiknya perlu langkah tegas dalam 

mengatasinya, karena buku ajar dan buku panduan guru merupakan hal penting 

yang perlu benar-benar diperhatikan. Namun menurutnya hal ini tidak perlu 

menjadi suatu hal yang dapat menjadikan kegiatan belajar mengajar terhambat. 

Pihak sekolah tidak akan sekedar tinggal diam saja, karena yang terpenting adalah 

siswa dapat tetap belajar dan mendapatkan ilmu sehingga mereka berhasil  sesuai 

                                                             
17

 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Hj. Djumadi S, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMK 2 

MeiBandar Lampung tanggal 10 Febuari 2015 
18 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Drs. Qomar Ranudipura selaku Kepala Sekolah 

SMK N 5 Bandar Lampung tanggal 16 Febuari 2015 
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dengan harapan kita semua. Sebab hal yang baik bukan lah meihat dari 

permasalahan yang timbul namun mencari solusi agar masalah tersebut 

mendapatkan solusinya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sarana prasarana pendidikan 

merupakan salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu sarana prasarana harus 

secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Dalam hal ini pelaksanaan 

kurikulum 2013 belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, karena 

sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar belum 

semua terpenuhi. Sehingga implementasi  kurikulum 2013 tidak efektif bila buku 

ajar dan buku panduan guru masih belum disiapkan secara tepat.  

 

3. Disposisi 

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam 

pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu 

kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus 

mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan 

untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Menurut 

Edward III dalam Winarno kecenderungan dari para pelaksana kebijakkan 

merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsenkuensi-konsenkuensi penting 

bagi implementasi kebijakan yang efektif.
19

 Jika para pelaksana bersikap baik 

terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dan  

                                                             
19 Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori & Prsoses,Buku Kita,  Jakarta. 2002, hlm 197 
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kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang 

diinginkan oleh para pembuatan keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila 

tingkah laku atau perspektif-persepektif para pelaksana berbeda dengan para 

pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan  semakin sulit. 

 

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan 

penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan 

atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan 

misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan 

implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, 

sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka 

selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung 

jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

 

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi 

kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat 

kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi 

tidak akan terlaksana dengan baik. Dari penelitian yang didapatkan, sikap 

pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di Kota Bandar 

Lampung cukup baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Riyuzen Praja Tuala, S.Pd, 

M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah yang menyatakan bahwa 

dalam hal ini pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota dan pihak sekolah selalu mendukung dan siap untuk 
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melaksanakan kebijakan Kurikulum 2013 untuk membangun pendidikan di kota 

Bandar Lampung.
20

 

 

Dinas pendidikan selaku perpanjang tangan dari Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan bekerjasama dengan LPMP selalu siap mendukung sepenuhnya 

pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013, kurikulum ini merupakan kurikulum 

pengganti KTSP yang dilakukan pemerintah dengan niatan untuk memperbaiki 

sistem pendidikan. Dalam hal ini agar pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 

berjalan seperti yang diharapkan, sesuai dengan intruksi dari pusat Dinas 

Pendidikan bertanggung jawab mempersiapkan kepala sekolah dan guru untuk 

memahami dan melaksanakan Kurikulum 2013 pada tingkat satuan pendidikan  

dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan Kurikulum 2103 kepada instansi 

terkait serta melaksanakan pembinaan atau pelatihan yang bekerjasama dengan 

LPMP kepada sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013. Menurutnya, hal 

tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sehingga sampai saat ini 

pembinaan atau pelatihan terus dilaksanakan secara berkala agar sekolah-sekolah 

di kota Bandar Lampung benar-benar siap melaksanakan Kurikulum 2013. 

 

Perubahan kurikulum 2013 ini juga ditanggapi positif oleh Sekolah SMK N 5 

Kota Bandar Lampung. Menurut Bapak Drs. Qomar Ranudipura selaku Kepala 

Sekolah SMK N 5 Kota Bandar Lampung, kurikulum 2013 merupakan kurikulum 

yang disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa 

depan, karena itu kurikulum 2013 dirancang agar siswa memiliki kompetensi 

                                                             
20 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Riyuzen Praja Tuala, S.Pd, M.Pd selaku Kepala 

Bidang Pendidikan Menengah Bandar Lampung tanggal 9 Febuari 2015 
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sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik demi menghadapi berbagai 

persoalan dan tantangan di zamannya. Adanya perubahan kurikulum ini guru-guru 

menyambut dengan antusias seperti mengikuti segala kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah yang berhubungan dengan tercapainya 

pelaksanaan Kurikulum 2013.
21

 Namun, sebaiknya implementasi kurikulum 2013 

dilaksanakan setelah tercapainya kesiapan dan kompetensi guru-guru di sekolah. 

Kesiapan guru sangat penting dalam pengimplementasian kurikulum 2013, karena 

guru sebagai penentu keberhasilan kurikulum 2013 yang diharapkan bisa 

menyiapkan dan membuka diri terhadap berbagai kemungkinan terjadinya 

perubahan. Maka dari itu perlu adanya persiapan yang matang dari pemerintah 

dalam setiap sistem yang diperlukan untuk pelaksanaan Kurikulum 2013 dan 

guru-guru harus terbuka terhadap setiap perubahan yang dilakukan demi 

perbaikan pendidikan di Indonesia. 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sikap pelaksanaan dalam 

implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di Kota Bandar Lampung ditanggapi 

cukup baik. Dalam hal ini pelaksana kebijakan Kurikulum 2013 menjalankan 

tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari 

pusat. Karena ketika pelaksana memiliki sifat atau perspektif yang berbeda 

dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi 

tidak efektif. 

 

                                                             
21 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Drs. Qomar Ranudipura selaku Kepala Sekolah 

SMK N 5Bandar Lampung tanggal 16 Febuari 2015 
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4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 

kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan 

struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam 

implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operational Procedure 

(SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar 

dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. 

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan 

terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan 

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan 

aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. 

 

Menurut Edward III dalam Nugroho, menjelaskan bahwa struktur birokrasi 

berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara 

implentasi kebijakan publik.
22

 Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi 

bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi 

menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi 

kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga 

negara dan pemerintah. Pada Implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di Kota 

Bandar Lampung, peneliti membagi penjelasan hasil mengenai struktur birokrasi 

menjadi 2 (dua). Kedua hal tersebut adalah standar operating procedure (SOP) dan 

Fragmentasi. 

 

                                                             
22 Riant Nugroho, loc.cit. 
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a. Standar Operating Procedure (SOP) 

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan 

Kurikulum 2013 sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Puat. Artinya 

struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi 

hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembagaan ini 

dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang 

masing-masing dalam melaksanakan kebijakan Kurikulum 2013.  Karena dengan 

adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan 

kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari 

aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan 

Standart Operating Procedure (SOP).  

 

Menurut Bapak H. Krisna Laksamana, S.Sos, M.M selaku Kepala Seksi SMK, 

pada pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 yang bertujuan untuk memperbaiki 

pembangunan pendidikan di kota Bandar Lampung, sudah melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan standar prosedur yang berupa teknis atau juknis pelaksanaan 

kebijakan Kurikulum 2013.
23

 Kegiatan pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 

secara garis besar dengan melalui persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 

Hal ini juga dibuktikan dengan adanya temuan peneliti mengenai adanya SOP 

atau juknis yang merupakan pedoman pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013. 

 

 

 

 

                                                             
23 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak H. Krisna Laksamana, S.Sos, M.M selaku Kepala 

Seksi SMK Bandar Lampung tanggal 24 Febuari 2015 
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Gambar 3. Petunjuk Teknis (Juknis) Implementasi Kurikulum 2013 

Sumber : Hasil Observasi Peneliti di Dinas Pendidikan Menengah, 2015 

Gambar diatas menunjukan adanya SOP atau Juknis sebagai pedoman 

implementor dalam melaksanakan Kurikulum 2013. Pelaksanaan kebijakan 

Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kota Bandar 

Lampung telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja. Standar Operational 

Prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-

prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan 

dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja 

maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  
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b. Fragmantasi 

Fragmentasi menurut Edward III dalam Winarno adalah pembagian tanggung 

jawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi.
24

 Tanggung jawab 

bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, 

tanggung jawab ini berupa tanggung jawab memberikan penyuluhan, pelatihan 

dan pelayanan. Konsenkuensi paling buruk dalam fragmentasi birokrasi adalah 

usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas 

dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi 

dengan badan-badan lain. Dalam implementasi Kurikulum 2013 di Kota Bandar 

Lampung dapat dilihat dari pembagian tugas pada saat melakukan penyuluhan, 

pelatihan dan pelayanan di lapangan.  

 

Berdasarkan penjelasan Bapak Riyuzen Praja Tuala, S.Pd, M.Pd selaku Kepala 

Bidang Pendidikan Menengah kota Bandar Lampung, koordinasi antar pelaksana 

Kebijakan Kurikulum 2013 di Kota Bandar Lampung yaitu melalui kerjasama 

antara Dinas Pendidikan, LPMP dan sekolah di Kota Bandar Lampung. Melalui 

kerjasama atau koordinasi yang baik dalam pelakasanaan masing-masing tugas, 

Dinas Pendidikan sebagai perpanjang tangan dari pemerintah pusat yang 

bertanggungjawab untuk mempersiapkan kepala sekolah dan guru dalam 

memahami dan melaksanakan Kurikulum 2013 pada tingkat satuan pendidikan 

dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan Kurikulum 2103 kepada instansi 

terkait serta melaksanakan pembinaan atau pelatihan yang bekerjasama dengan 

LPMP ke sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013.
25

 

                                                             
24 Budi Winarno, Op.cit. hlm 209 
25 Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Riyuzen Praja Tuala, S.Pd, M.Pd selaku Kepala 

Bidang Pendidikan Menengah Bandar Lampung tanggal 9 Febuari 2015 
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Gambar 4. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kurikulum 2013 

 

 
Sumber : Hasil Observasi Peneliti di Dinas Pendidikan Menengah, 2015 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Gambar 5. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kurikulum 2013 

Sumber : Hasil Observasi Peneliti di Dinas Pendidikan Menengah, 2015 

Gambar diatas menunjukkan masing-masing tugas dan tanggungjawab 

pelaksanaan Kurikulum 2013 bagi implementor dalam pembagian peran untuk 

mempermudah pelaksanaan kebijakan ini. Dilihat penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah 

Menengah kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung telah sesuai dalam peran 

dan tugas serta koordinasi antar intansi pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah pusat. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah 

pelaksanaan kebijakan ini, walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan 
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mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda, tetap diperlukan 

koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan. 

B. Pembahasan Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Pada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung. 

 

Pada subpoint ini peneliti akan membahas terkait hasil penelitian mengenai 

Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Pada Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) di Kota Bandar Lampung yang terdapat pada subpoint sebelumnya, 

dengan menyesuaikannya dengan teori-teori yang berada di dalam literatur model 

implementasi George C. Edward III. Adapun pembahasan terkait hasil tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Komunikasi  

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 

kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam 

pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan 

demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi 

atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga 

pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. 

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan 

rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan 

interpretasi yang berbeda pula.  
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Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan 

sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. 

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pelaksana dan 

harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. 

Jika para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan 

dan jika dipaksakan maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak 

cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi 

implementasi kebijakan. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor 

komunikasi yang terjadi pada implementasi kebijakan Kurikulum 2013. Peneliti 

juga akan menjabarkannya ke dalam 3 (tiga) indikator yang terdapat pada faktor 

komunikasi. Pembahasan mengenai faktor komunikasi tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Transmisi 

Proses penyampaian  Informasi  kebijakan  Kurikulum 2013  dilakukan  oleh 

Pemerintah kepada instansi pelaksana kebijakan kemudian diteruskan kepada 

masyarakat, hal tersebut dilakukan agar kebijakan Kurikulum 2013 dapat 

tertransformasikan secara tepat di tiap tingkat satuan pendidikan. Penyampain 

informasi tersebut dilakukan pada saat rapat, pelatihan, workshop, diskusi, 

bimbingan teknis dan diaolog yang difasilitasi oleh LPMP, Dinas Pendidikan 

Provinsi, Dinas Pendidikan Kota dan dari sekolah itu sendiri (In House Training). 

Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan dan 

penjelasan secara jelas kepada Kepala Sekolah dan guru-guru Kota Bandar 

Lampung sebagai pelaksana kebijakan Kurikulum 2013.  
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Pelatihan merupakan pemberitahuan secara langsung yang ditujukan untuk para 

tenaga pengajar yang diselenggarakan mulai dari Pelatihan Tingkat Nasional, 

Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Adanya pelatihan tentang 

Kurikulum 2013 yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2014/2015 ini 

diharapkan setiap peserta pelatihan nantinya memiliki beberapa kompetensi. Salah 

satu kompetensi tersebut adalah mampu melaksanakan pembelajaran  berbasis 

pendekatan scientific (mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, 

menalar, mencipta), tematik dan terintegrasi  dengan tetap memperhatikan 

karakteristik peserta didik baik dari  aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, 

maupun intelektual. 

 

Setelah mengikuti pelatihan, guru-guru tersebut bertugas untuk menjelaskan 

kembali hasil pelatihan yang diterima kepada guru-guru yang lain agar para guru 

yang belum mendapatkan pelatihan juga dapat memahami inti perubahan 

Kurikulum 2013 serta dapat mencermati secara bersama-sama perbedaan dari 

kurikulum sebelumnya. Pelatihan mengenai Kurikulum 2013 dilakukan di Kota 

Bandar Lampung sendiri dengan difasilitasi dari LPMP, pelatihan tersebut 

dilakukan selama 5 hari diikuti oleh Kepala Sekolah dan guru dengan pemateri 

yang berasal dari pusat. 

 

Namun, pemberian pelatihan tentang Kurikulum 2013 terhadap beberapa guru 

belum diberikan secara merata. Karena pelatihan yang diselenggarakan selama ini 

hanya diberikan untuk Kepala Sekolah dan guru normatif saja, sedangkan untuk 

guru produktif belum ada yang mendapatkan pelatihan, termasuk seperti Waka 

Bidang Kurikulum pun tidak mendapatkan pelatihan tersebut. Hanya 
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mendapatkan informasi dari guru-guru yang telah mendapatkan pelatihan dan 

mencari tahu secara mandiri melalui internet. Seharusnya diberikan menyeluruh 

kesemua guru tanpa kecuali, sehingga semua perangkat di sekolah dan guru 

benar-benar siap dan paham dalam melaksanakan Kurikulum 2013 ini.  

Dari pemaparan data dengan informan yang menyatakan bahwa transmisi 

dilakukan dengan cara penyuluhan dinilai tepat, penyuluhan yang dilakukan oleh 

LPMP dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tentang kebijakan Kurikulum 

2013 kepada Kepala Sekolah dan guru dilakukan pada kegiatan rapat, latihan, 

seminar, lokakarya, bimbingan teknik, diskusi dan dialog. Maka transmisi yang 

terjadi  sesuai dengan ungkapan George C. Edward III, yang menyatakan bahwa 

kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga 

disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang 

berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta 

dengan penyampaian yang baik. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator 

transmisi pada implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah menengah 

Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung berjalan baik,  karena informasi yang 

disampaikan oleh Dinas Pendidikan sudah tepat sasaran.  Indikasi dari hal tersebut 

adalah guru dan masyarakat kota Bandar Lampung sudah mengetahui tentang 

kebijakan Kurikulum 2013 di Bandar Lampung. 

 

b. Kejelasan 

Berdasarkan data mengenai hasil indikator kejelasan komunikasi, terdapat dua 

metode penyuluhan yang dilakukan yaitu penyuluhan secara langsung dan 

penyuluhan tidak langsung yaitu melalui media cetak. Dapat dilihat bahwa 
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kejelasan Implementasi kebijakan Kurikulum 2013 sudah baik, hal ini karena para 

sasaran kebijakan sudah mengetahui adanya kebijakan Kurikulum 2013. Hal 

tersebut terjadi karena implementor sudah melakukan penyuluhan dalam bentuk 

rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan diaolog yang selama ini 

sudah dilakukan. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar 

dengan melaksanakan sosialisasi atau pelatihan yang diberikan langsung terhadap 

target atau objek sasaran agar dengan adanya pemberitahuan secara langsung oleh 

LPMP dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang selama ini 

diselenggarakan, guru-guru dapat secara langsung bertanya tentang apa yang 

masih belum mereka pahami tentang kurikulum 2013. 

 

Namun, penyuluhan teruntuk orangtua siswa mengenai kebijakan Kurikulum 

2013 ini belum maksimal, dapat dilihat dari belum sepenuhnya orang tua siswa 

memahami perubahan yang terjadi terhadap kurikulum 2013. Permasalahan yang 

dihadapi orang tua siswa dengan pemberitahuan yang diberikan oleh pihak 

sekolah adalah karena waktu yang diberikan terhadap orang tua siswa untuk 

mengikuti pemberitahuan tentang materi kurikulum 2013 hanya sebentar dan hal 

tersebut dilakukan hanya satu atau dua kali dalam setahun, itupun tidak semua 

wali siswa dapat mengikuti pemberitahuan tersebut.  

 

Hal ini sesuai dengan argument George C. Edward III bahwa jika kebijakan-

kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-

petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana 

kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas sampai kesasaran 

kebijakan. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator kejelasan pada 
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implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) di Kota Bandar Lampung belum berjalan maksimal, hal ini terlihat dari 

metode penyuluhan secara langsung yang belum benar-benar tersampaikan 

kesemua orang tua siswa sehingga orangtua siswa yang sudah tahu tentang 

kurikulum 2013 ini pun belum sepenuhnya memahami perubahan kurikulum 

2013. Mengingat dalam pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 di Kota Bandar 

Lampung dinilai membutuhkan waktu yang relatif panjang agar target atau 

sasaran kurikulum 2013 dapat benar-benar tersampaikan. 

 

c. Konsisten 

Kurikulum 2013 merupakan langkah yang dipilih Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan dalam mengatasi permasalahan pembangunan pendidikan selama ini. 

Kurikulum 2013 sudah berjalan secara baik di kota Bandar Lampung dan 

didukung dengan peran aktif instansi terkait serta guru-guru dari tiap tingkat 

satuan pendidikan. Konsistensi dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di 

kota Bandar Lampung sudah berjalan berdasarkan pelaksanaan pelatihan yang 

diberikan dari Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota 

secara konsisten telah dijalankan oleh Dinas Pendidikan secara manual kesekolah-

sekolah. Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah apa yang dianjurkan 

dalam kurikulum 2013 mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus 

tanpa terputus. 

 

Namun dibutuhkan kesabaran dan konsistensi lebih dalam penerapannya agar 

hasilnya maksimal dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 
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Apabila pelaksanaannya tidak konsisten dan setengah-setengah maka hasilnya 

tidak akan maksimal maka mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-

menerus tanpa terputus. Dengan adanya surat edaran dari Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan pada tanggal 5 Desember 2014 menimbulkan kebingungan bagi 

pelaksana di lapangan, sebab Bapak Anies Baswedan menyatakan bahwa akan 

menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru 

menerapkan satu semester agar kembali menggunakan KTSP dan juga bagi 

sekolah-sekolah yang telah menggunakan kurikulum 2013 selama tiga semester 

kembali mengguanakan KTSP atau tetap menerapkan kurikulum 2013 

disekolahnya. Hal ini menandakan tidak adanya konsistensi dari pemerintah pusat 

sehingga sekolahpun menjadi ragu. Akibatnya terjadi kesimpangsiuran, hal ini 

tentu akan menyulitkan para pelaksana kurikulum disekolah. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, SMK 2 Mei dan SMK N 5 selaku sekolah 

percontohan yang melaksankan kurikulum 2013 juga sempat mengalami 

kebingungan dengan adanya surat edaran dari Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tersebut. Namun akhirnya dengan adanya hal ini SMK 2 Mei dan 

SMK N 5 tetap melaksanakan kurikulum 2013 dikarenakan pertimbangan bahwa 

pada tahun 2018 seluruh sekolah harus melaksanakan kurikulum 2013 sehingga 

mereka harus mempersiapkan diri dari sekarang. 

 

Berdasarkan data terkait konsistensi komunikasi dalam implementasi kebijakan 

Kurikulum 2013, peneliti mengamati dapat dikatakan belum baik karena perintah 

yang diberikan sering berubah-ubah. Hal ini terjadi pada kebijakan kurikulum 

2013 yang belum konsisten sehingga menimbulkan kebingungan bagi para 
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pelaksana di lapangan. Kondisi yang terjadi belum sesuai dengan ungkapan 

George C. Edward III yang menyatakan  bahwa implementasi kebijakan yang 

efektif, maka perintah-perintah harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau 

dijalankan).  

 

2. Sumber Daya 

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor Sumber daya yang terdapat dalam 

implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah menengah Kejuruan 

(SMK) di Kota Bandar Lampung, peneliti juga akan menjabarkan kedalam 2 (dua) 

indikator yang terdapat dalam faktor sumber daya. Dua indikator tersebut antara 

lain : 

 

a. Sumber Daya Manusia 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber 

daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya 

manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi 

di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia 

apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya 

manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa 

sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. 

Oleh karena itu, implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di Kota Bandar 

Lampung membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai 

dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.  
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Sumber daya manusia (staff) yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan 

Kurikulum 2013 adalah guru yang merupakan sebagai seorang pendidik, 

pembimbing, dan mediator pada proses pembelajaran. Guru adalah ujung tombak 

keberhasilan perubahan sebuah kurikulum. Maka guru harus memiliki kesiapan 

yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi 

serta juga siap dalam hal kesamaan pemahaman dan paradigma (pola pikir) 

terhadap kurikulum baru tersebut. Guru di kota Bandar lampung merupakan guru 

yang sudah memiliki kualitas dan kuantitas memadai dari tingkat pendidikan 

tinggi minimal S1, professional dan kompetensi dibidangnya. 

 

Guru disini mendapatkan tugas berat dalam pemahaman dan pengimplementasian 

Kurikulum 2013 ini di sekolah. Merubah mindset guru dalam mengajar dan 

memberikan penilaian yang berupa perindividu untuk siswa dinilai sulit dilakukan 

oleh pihak guru. Maka  hal ini dibutuhkan Skill dan keterampilan yang di tuntut 

kepada setiap guru agar dapat lebih kreatif dan lebih berinovasi dalam kegiatan 

proses belajar di sekolah. Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan 

seharusnya dapat lebih mempercepat dan memahami sistem yang ada di 

Kurikulum 2013.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan 

faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik dimana dalam 

pelaksanaannya guru harus memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai 

dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal  

pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap kurikulum baru tersebut. 
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Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengupayakan agar perubahan 

kurikulum ini menjadi jembatan dalam memperbaiki sistem pendidikan di Kota 

Bandar Lampung. Terlebih dalam membantu guru dalam merubah pola ajar yang 

kuno dan menciptakan karakter-karakter positif dalam diri siswa, sehingga tidak 

hanya menciptakan siswa yang pintar secara akademik tapi juga cerdas dalam 

berperilaku. 

b. Sumber Daya Non Manusia 

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam 

implementasi Kurikulum 2013 kekurangan sumber daya pendukung, salah satu 

sumber penting adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti bahan ajar dan alat 

praktek yang digunakan dalam proses belajar di kelas. sarana prasarana 

pendidikan menjadi salah satu hal penting dalam menjamin mutu layanan 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu saran 

prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Berdasarkan 

hasil penelitian, diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan 

kebijakan Kurikulum 2013 di Kota Bandar Lampung belum terpenuhi dengan 

baik.  

 

Hal ini disebabkan karena terhambatnya pendistribusian buku ajar dan buku 

panduan guru yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Dinas Pendidikan 

menghimbau kepada setiap sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 untuk 

berusaha dalam memfasilitasi pelaksanaan itu sendiri seperti mendownlod buku 

ajar dan buku panduan guru. Menurut George C. Edward III yang menyatakan 

bahwa sumber daya non manusia berupa sarana prasarana merupakan hal yang 
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penting dalam implementasi, apabila seseorang pelaksana memiliki staff yang 

memadai, memahami apa yang harus dilakukan, tetapi tanpa adanya sarana 

prasarana yang mendukung maka implementasi yang dilaksanakan tidak akan 

berhasil karena kekurangan sarana prasarana yang dibutuhkan akan menghambat 

implementasi kebijakan yang efektif. Selain bahan ajar, sumber daya non-manusia 

juga mencakup sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah untuk menunjang 

pembelajaran kurikulum 2013. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

sarana prasarana yang ada di SMK 2 Mei dan SMK N 5 sudah lengkap, hanya saja 

dari sisi jumlah belum sebanding antara fasilitas yang tersedia dengan jumlah 

siswa yang ada. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, sarana prasarana pendidikan merupakan salah satu 

hal penting dalam menjamin mutu layanan penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan 

pada saat akan dipergunakan. Dalam hal ini pelaksanaan kurikulum 2013 belum 

dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, karena sarana prasarana yang 

dibutuhkan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar belum semua terpenuhi. 

Sehingga hal ini belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III 

yang menyatakan bahwa sumber daya non manusia berupa sarana prasarana 

merupakan hal yang penting dalam implementasi.  

 

3. Disposisi 

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap 

implementor. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan 
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berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana 

kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan data hasil 

penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap 

pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di Kota Bandar 

Lampung cukup baik. Pelaksana kebijakan dalam hal ini selalu siap untuk 

melaksanakan kebijakan Kurikulum 2013 untuk membangun pendidikan di kota 

Bandar Lampung.  

 

Dinas pendidikan selaku perpanjang tangan dari Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan bekerjasama dengan LPMP selalu siap mendukung sepenuhnya 

pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum 

pengganti KTSP yang dilakukan pemerintah dengan niatan untuk memperbaiki 

sistem pendidikan. Dalam hal ini agar pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 

berjalan seperti yang diharapkan, sesuai dengan intruksi dari pusat Dinas 

Pendidikan bertanggung jawab mempersiapkan kepala sekolah dan guru untuk 

memahami dan melaksanakan Kurikulum 2013 pada tingkat satuan pendidikan 

dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan Kurikulum 2103 kepada instansi 

terkait serta melaksanakan pembinaan atau pelatihan yang bekerjasama dengan 

LPMP kepada sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013. 

 

Adanya perubahan kurikulum ini pihak sekolah dan guru-guru yang melaksanakan 

kurikulum 2013 pun menyambut dengan antusias seperti mengikuti dengan 

antusias segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berhubungan 

dengan tercapainya pelaksanaan Kurikulum 2013 dan dengan cekatan guru 
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menerapkan apa yang sudah mereka pahami dari pelatihan yang mereka dapatkan. 

Antusias terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 juga dapat dilihat dari komitmen 

guru sebagai mediator siswa di sekolah menjadi lebih berinovasi dan bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di kota Bandar Lampung. 

 

Namun, permasalahan yang terjadi sampai saat ini menimbulkan pertanyaan yang 

besar tentang kebijakan Kurikulum 2013 yang kurangnya perencanaan yang 

matang. Sebaiknya implementasi kurikulum 2013 dilaksanakan setelah 

tercapainya kesiapan dan kompetensi guru-guru di sekolah. Kesiapan guru sangat 

penting dalam pengimplementasian kurikulum 2013, karena guru sebagai penentu 

keberhasilan kurikulum 2013 yang diharapkan bisa menyiapkan dan membuka 

diri terhadap berbagai kemungkinan terjadinya perubahan. Maka dari itu perlu 

adanya persiapan yang matang dari pemerintah dalam setiap sistem yang 

diperlukan untuk pelaksanaan Kurikulum 2013. 

 

Berdasarkan hal diatas, peneliti menyimpulkan jika para implementor bersikap 

baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, 

kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula apabila tingkah laku atau 

perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, 

maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Namun ketika 

suatu kebijakan diterapkan maka harus adanya perencanaan yang matang dari 

pembuat kebijakan dan harus serius menyikapi permsalahan yang menjadi 

hambatan pelaksanaan Kurikulum 2013. Karena Implikasi yang akan terjadi 

dalam implementasi kebijakan Kurikulum 2013 kedepannya jika hal tersebut 
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dibiarkan, akan menjadi sebuah tradisi aparat pelaksana yang tidak baik dan 

menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan. 

 

4. Struktur Birokrasi 

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat 

pada kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kota 

Bandar Lampung, peneliti juga akan menjabarkannya kedalam 2 (dua) indikator 

yang terdapat pada faktor struktur birokrasi, pembahasan terkait faktor struktur 

birokrasi tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Standar Operating Procedure (SOP) 

Kurikulum 2013 ini merupakan kebijakan yang mesti direncanakan dengan 

matang karena Kurikulum 2013 ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. 

Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila adanya 

standar operasi prosedur sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah 

dibuat agar berjalan dengan sistematis. Pelaksanaan kebijakan Kurikulum 2013 

pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kota Bandar Lampung telah diatur 

dalam prosedur-prosedur dasar kerja atau Standar Operational Prosedur (SOP). 

 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan 

Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar 

Lampung telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur 

dasar kerja atau standar operating prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-

prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan,  
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dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan 

yang dikemukan oleh George C. Edward III yang mengatakan bahwa dengan 

menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan 

menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi. 

 

Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya pendidikan yang 

lebih baik di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan pemaparan informan, hal ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar yang berupa 

juknis pelaksanaan kebijakan sudah begitu paham dan mengerti standart 

operasional prosedur (SOP). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa SOP dalam 

kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota 

Bandar Lampung ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP yang telah memuat 

tugas dan tanggungjawab dari setiap pelaksana kebijakan Kurikulum 2013. 

Artinya dengan sudah lengkapnya SOP tentang pelaksanaan kebijakan Kurikulum 

2013 di kota Bandar Lampung, struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level 

yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. 

Ketersediaan kelembagaan ini menjadikan setiap lembaga yang ditunjuk memiliki 

tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan Kurikulum 

2013.  Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi  

memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya serta 

tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi menjadi seragam dan konsisten. 
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b. Fragmantasi 

Berdasarkan hasil penelitian pada subpoint hasil penelitian, dapat diamati bahwa 

terkait fragmentasi dalam implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di kota Bandar 

Lampung telah berjalan baik. Pada pelaksanaannya, peneliti mengamati 

berjalannya implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di kota Bandar Lampung ini 

telah terjalin koordinasi antar pelaksana Kebijakan Kurikulum 2013 di Kota 

Bandar Lampung yaitu melalui kerjasama antara Dinas Pendidikan, LPMP dan 

sekolah di Kota Bandar Lampung. Melalui kerjasama atau koordinasi yang baik 

dalam pelakasanaan masing-masing tugas, Dinas Pendidikan sebagai perpanjang 

tangan dari pemerintah pusat yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan 

kepala sekolah dan guru dalam memahami dan melaksanakan Kurikulum 2013 

pada tingkat satuan pendidikan dan menyebarluaskan informasi pelaksanaan 

Kurikulum 2103 kepada instansi terkait serta melaksanakan pembinaan atau 

pelatihan yang bekerjasama dengan LPMP ke sekolah-sekolah yang 

melaksanakan Kurikulum 2013. 

 

Maka fragmentasi yang terjadi sesuai dengan ungkapan George C. Edward III 

yang mengatakan bahwa fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab sebuah 

bidang kepada unit-unit organisasi. Fragmentasi yang dilakukan Dinas 

Pendidikan, LPMP dan sekolah di Kota Bandar Lampung  dalam  implementasi 

kebijakan Kurikulum 2013 akan terus berjalan efektif ketika pelaksanaan 

kebijakan tersebut dijalankan dengan penyebaran tanggung jawab yang baik. Dari 

pejelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan 

Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah kejuruan (SMK) di Kota Bandar 

Lampung telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar intansi 
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pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembagian 

peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini, walaupun 

masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas dan tanggungjawab 

yang berbeda-beda, tetap diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan. 


